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PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
	

	CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGA
	

	Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013
	



a. Aset;
b. Kewajiban; 
c. Ekuitas dana;
d. Pendapatan; 
e. Belanja;
f. Transfer;
g. Pembiayaan; dan 
h. Arus kas.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi  yang berguna untuk pengambilan  keputusan  dan  untuk menunjukkan  akuntabilitas  entitas  pelaporan atas  sumber daya  yang dipercayakan kepadanya, dengan:

a)  menyediakan informasi mengenai posisi   sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah dan perubahannya;

b)  menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;

c) 
menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;

d) 
menyediakan   informasi   mengenai   cara   entitas   pelaporan   mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;

e) menyediakan  informasi  mengenai  potensi  pemerintah  untuk  membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;

f)
menyediakan  informasi  yang  berguna  untuk  mengevaluasi  kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.
Berkenaan dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014, Pemerintah Kabupaten Pemalang menyusun Laporan Keuangan ini. Di dalamnya  kami menyajikan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilakukan sebagai pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 terutama pada aspek pengelolaan keuangan dengan maksud untuk kepentingan:
(a) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan/diamanahkan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
(b) Manajemen

Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan APBD Kabupaten Pemalang TA 2014 sehingga akan memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah untuk kepentingan masyarakat. 
(c) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat dengan pertimbangan sebagai pihak yang memberikan amanah maka masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan termasuk ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan. 
(d) Keseimbangan Antargenerasi (intergeneration equity)
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan dalam membiayai seluruh pengeluarannya.  Dari sini dapat diketahui apakah generasi yang akan datang akan ikut menanggung pengeluaran tersebut (dengan melihat informasi yang berkenaan dengan kewajiban/hutang daerah).

Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa tujuan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pemalang adalah untuk memberikan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan dalam menilai akuntabilitas pengelolaan sumber daya dan untuk membuat keputusan, baik  keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. 

I.2
Landasan Hukum

Landasan hukum yang dijadikan dasar dalam penyusunan Laporan Keuangan Tahun Pemerintah Kabupaten Pemalang 2013 adalah:
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pemalang Tahun 2011 – 2016.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014;
13. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 104 Tahun 2008 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

14. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 32 Tahun 2012 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2013.
15. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014;

16. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014;

17. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2014.
1. 3
Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
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